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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN



HasilPenelitian

DeskripsiDataPenelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatifdalambentuk kausalyaitu mengetahuiadatidak pengaruhatau hubungan antara variabel bebas dengan variabelterikat Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntukmengetahuiPenagihanPajak danSanksiPerpajakansebagai variable independen (bebas) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (terikat).
Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebanyak185.763wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penentuan sampel ditentukan rumus slovin yangdi dapat sebanyak 99,94 (dibulatkan 100).
Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan metodesurveyatau media angket/kuesioner serta digunkan dengan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data sekunder badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten batu bara berupa data penerimaan pajak bumi dan bangunan, data surat tagihan pajak bumi dan bangunan,besertadatatunggakanpajakbumidanbangunan.Metodeanalisisdata
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yang digunakan adalah regresi berganda dan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakansoftwar SPSS 21.
IdentitasBerdasarkanLamaMembayar Pajak
KarakteristikrespondenberdasarkanLamaMenjadiWajibPajakdapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :
Tabel4.1
LamaMembayarPajak
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cumulative
Percent

	Valid>15tahun
	28
	28.0
	28.0
	28.0

	1-5 tahun
	22
	22.0
	22.0
	50.0

	11-15tahun
	28
	28.0
	28.0
	78.0

	6-10 tahun
	22
	22.0
	22.0
	100.0

	Total
	100
	100.0
	100.0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa berdasarkan Lama membayar pajak responden pada penelitian ini adalah >15 tahun sebanyak 28 orang (28.0%), 1-5 tahun sebanyak 22 orang (22%), 11-15 tahun sebanyak 28 orang (28.0%),responden yang menjadi wajib pajak selama 6-10 tahunsebanyak 22 orang (22.0%).
IdentitasBerdasarkanJenisKelamin
Karakteristik respondenberdasarkan jenis kelamin dapat dilihat padatabel di bawah ini sebagai berikut :
Tabel 4.2 BerdasarkanJenisKelamin
	
	Freequency
	Percent
	Valid
Percent
	Cumulative
percent

	Valid	Laki-laki
	55
	55,0
	55,0
	55,0

	Perempuan
	45
	45,0
	45,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00


 (
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjuan bahwa dari 100 respondenterdapat 55 orang (55.0%) laki-laki dan 45 orang (45.0%) perempuan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada BadanPengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Baru Bara berjenis kelamin laki-laki yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak (55.0%) dari total keseluruhan.
IdentitasBerdasarkanUsia
Tabel 4.3 BerdasarkanUsia
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cummulative
Percent

	Valid	20-30tahun
	19
	19,0
	19,0
	19,0

	31-40tahun
	23
	23,0
	23,0
	42,0

	41-50tahun
	33
	33,0
	33,0
	75.0

	>50tahun
	25
	25,0
	25,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel4.2diatas menunjukan bahwa dari 100 responden terdapat responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 19 orang (19.0%), responden yang berusia 31-40 tahunsebanyak 23 orang (23.0%),responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 33 orang (33.0%), responden yang berusia >50 tahun sebanyak 25 orang (25.0%)berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 41-50 tahun.

IdentitasBerdasarkanPendidikanTerakhir
Tabel4.4
BerdasarkanPendidikanTerakhir
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cummulative
Percent

	Valid	SD
	18
	18,0
	18,0
	18,0

	SMP
	16
	16,0
	16,0
	34,0

	SLTA
	21
	21,0
	21,0
	55,0

	D3
	19
	19,0
	19,0
	74,0

	S1
	18
	18,0
	18,0
	92,0

	S2
	8
	8,0
	8,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah pendidikan terakhir SD sebanyak 15 orang (15.0%), SMP sebanyak 12 orang (12%),SLTA sebanyak 12 orang (12.0%),responden yang pendidikan terakhir D3 sebanyak 13 orang (13.0%), responden yang pendidikan terakhir S1 sebanyak 13 orang (13.0%), responden yang pendidikan terakhir S2 sebanyak 16 orang (16.0%),responden yang pendidikanterakhir S3 sebanyak 19 orang (19.0%). berdasarkan haltersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritasresponden dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir S3.
HasilPengujianData

4.2.1Uji Statistik Deskripsi
Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi mengenai variabel dependen dan variabel indipenden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel4.5
DescriptiveStatistics
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std.Deviation

	Sanksi Pajak
	100
	9
	19
	14.84
	2.330

	PenagihanPajak
	100
	9
	19
	14.64
	2.303

	KepatuhanWajibPajak
	100
	9
	19
	15.01
	2.096

	ValidN(listwise)
	100
	
	
	
	


Sumber:HasilPengolahanSPSSVersi21.00 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :
a. Variabel Sanksi pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)14,84, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,330
b. Variabel penagihan pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)14,64, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,303
c. Variabel penagihan pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)15,01, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,096.
Berdasarkan Uji Statistik Deskripsi di atas maka mendapatkan hasil sebagai berikut
Tabel4.6
Kategorikepatuhanwajibpajak
	Kepatuhanwajibpajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	11
	11%

	Kategorisedang
	78
	78%

	Kategorirendah
	11
	11%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
dapat dilihat bahwa 11 responden (11%) memiliki kategori tinggi, 78 responden (78%) memiliki kategori sedang, dan 11 responden (11%) memiliki kategori rendah.



Tabel 4.7 KategoriPenagihanpajak
	penagihanpajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	21
	21%

	Kategorisedang
	56
	56%

	Kategorirendah
	23
	23%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
dapat dilihat bahwa 21 responden (21%) memiliki kategori tinggi, 56 responden (56%) memiliki kategori sedang, dan 23 responden (23%) memiliki kategori rendah.
Tabel 4.8 Kategorisanksipajak

	Sanksipajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	14
	14%

	Kategorisedang
	73
	73%

	Kategorirendah
	13
	13%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Dapat dilihat bahwa 14 responden (14%) memiliki kategori tinggi, 73 responden (73%)memilikikategorisedang, dan4 responden (13%)memilikikategorirendah.
4.2.2.UjiValiditas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali(2013, hal. 52). Menurut Ghozali( 2013, hal. 52-59 ), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilair hitungdenganr tabeluntuk degreeoffreedom( df) =n-2, dalamininadalahjumlahsampel.Jadidfyangdigunakanadalah100-2=98

dengan alpha sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0,1654 dengan ketentuan, yaitu:
Hasil r hitung > r tabel ( 0,1654) = valid Hasilrhitung< rtabel(0,1654)=tidakvalid
Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item-total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
[bookmark: Tabel_4.9_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_K]Tabel4.9
HasilUjiValiditasVariabelKepatuhanWajibPajak(Y)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	Y1
	0,432>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y2
	0,451>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y3
	0,589>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y4
	0,511>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan Tabel 4.7, hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,165 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid.
[bookmark: Tabel_4.10_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_]Tabel4.10
HasilUji ValiditasVariabelPenagihan Pajak (X1)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	X1.1
	0,478>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.2
	0,529>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.3
	0,594>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.4
	0,516>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh item dalam variabel Penagihan Pajak (X1) memiliki nilai korelasi lebih besar dari r tabel dan nilai probabilitas < 0,05. Dengan demikian, semua item dinyatakan valid.

[bookmark: Tabel_4.11_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_]Tabel4.11
HasilUjiValiditasVariabelSanksiPerpajakan(X2)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	X2.1
	0,469>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.2
	0,535>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.3
	0,489>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.4
	0,558>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua item dalam variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai korelasi yang valid karena nilainya lebih besardari r tabel dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Maka semua item dinyatakan valid.
4.2.3.UjiReabilitas
Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dan besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji menggunakan koefisien Cronbachs Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut baik dan reliabel (Ghozali, 2016).
[bookmark: Tabel_4.12_Hasil_Uji_Reliabilitas_Instru]Tabel4.12
HasilUjiReliabilitasInstrumen
	Variabel
	CronbachAlpha
	R Tabel
	Keterangan

	KepatuhanWajib
Pajak(Y)
	0,761
	0,60
	Reliabel

	PenagihanPajak
(X1)
	0,744
	0,60
	Reliabel

	SanksiPerpajakan
(X2)
	0,718
	0,60
	Reliabel


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa variabel bebas dan terikat yang digunakan dalampenelitian ini memiliki nilaireliabilitas yang berbeda-beda dengan nilai yang diperoleh pada cronbach alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,761 variabel Penagihan Pajak (X1) sebesar 0,744 dan Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,718.
Nilai reliabilitas instrument menunjukan tingkat reliabilitas instrument penelitian yang sudah memadaikarena adanya semua variabel> 0,60. Maka dapat disimpulkan item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang variabel yang diamati adalah reliabel atau dipercaya.
AnalisisData

UjiAsumsiKlasik

UjiNormalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting karena model regresi yang baik mengharuskan data residual terdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Kriteriapengambilankeputusan:

1. NilaiAsymp.Sig>0,05 →dataterdistribusinormal.

2. NilaiAsymp.Sig<0,05→datatidakterdistribusi normal.

Berikuthasilujinormalitas:

Tabel4.13
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
	
	UnstandardizedResidual

	N
	100

	Mean
	0.0000000

	Std.Deviation
	4.221173

	MostExtremeDifferences
	

	Absolute
	0.061

	Kolmogorov-SmirnovZ
	0.611

	Asymp.Sig.(2-tailed)
	0.845


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 4.13, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.845, yang jauh lebih besar dari nilai kritis 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusiresidual dalam model regresi tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas telah terpenuhi. Kondisi ini memperkuat validitas modelregresiyang digunakandalampenelitian, karena salah satu syarat utama dari model regresi linier klasik telah dipenuhi.
Pemenuhan asumsi normalitas juga penting dalam memastikan bahwahasil uji statistik seperti uji t dan uji F dapat diinterpretasikan secara benar, sehingga kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data lebih dapat dipercaya dan relevan dengan kenyataan yang diteliti.

Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020), uji multikolinearitas digunakanuntuk mengetahuiapakahdalammodelregresiterdapat hubunganantar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen.
Kriteria:

1. Tolerance> 0,1danVIF< 10→tidakterjadimultikolinearitas.

2. Tolerance< 0,1danVIF> 10→terjadimultikolinearitas.

Tabel4.14
Uji Multikolinearitas
	
Model
	CollinearityStatistics
	
Keterangan

	
	Tolerance
	VIF
	

	

1
	(Constant)
	
	
	

	
	PENAGIHAN PAJAK
	0,645
	1,550
	Tidak Terjadi Multikolinearitas

	
	SANKSI PERPAJAKAN
	0,645
	1,550
	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.14, diperoleh bahwa nilai Tolerance untuk kedua variabel independen yaitu Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan adalah sebesar 0.645, yang jauh di atas ambang batas minimum 0.1. SedangkannilaiVIFuntuk masing-masing variabeladalah1.550,yang juga masih jauh di bawah batas maksimum 10.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antara Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Dengan kata lain, masing-masing variabel independen berdiri secara independen dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain secara signifikan dalam model regresi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwamodelregresiyangdigunakandalampenelitianinibebasdari

masalah multikolinearitas, dan hasil analisis regresi dapat diinterpretasikandengan lebih valid serta dapat dipercaya.
Ketiadaan multikolinearitas dalam model juga menandakan bahwa kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat diukur secara lebih akurat, sehingga mendukung kualitas model yang digunakan dalam penelitian ini.
Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke lainnya. Model regresi yang baik tidak mengalami heteroskedastisitas.
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui scatterplot. Jika sebaran titik acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar4.1Scatterplot
[image: ]

Sumber:HasilPengolahanMenggunakanSPSSVersi21.00

Berdasarkan Gambar 4.1 sebaran titik-titik terlihat menyebar acak di atas dan bawah sumbu X dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
UjiRegresiLinierBerganda
Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Penagihan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Tabel4.15
UjiRegresiLinierBerganda
	
Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	
T
	
Sig.

	
	B
	Std.
Error
	Beta
	
	

	(Constant)
	2,314
	2,643
	
	0,875
	0,384

	PenagihanPajak
	0,225
	0,098
	0,198
	2,296
	0,024

	SanksiPerpajakan
	0,662
	0,109
	0,528
	6,073
	0,000


Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 21.00 Berdasarkantabeldiatas, diperolehpersamaanregresisebagaiberikut:
1. Konstanta	=1,439

2. PenagihanPajak	=0,178

3. SanksiPerpajakan	=0,779

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut:
Y =2.314+0.225(X1)+0.662(X2)

Persamaantersebutmengindikasikanbahwa:
· Konstanta sebesar 2.314 berartiapabila variabelPenagihanPajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) diasumsikan bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 2.314.
· Koefisien regresi Penagihan Pajak sebesar 0.225 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam Penagihan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.225 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
· Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.662 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.662 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) dari kedua variabel independen juga menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, karena nilai Sig. < 0.05. Penagihan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.024 dan Sanksi Perpajakan sebesar 0.000, yang berarti keduanya signifikan secara statistik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Penagihan Pajakmaupun Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi intensitas penagihan dan pemberlakuan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggipula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Hal ini sejalandenganteorikepatuhanyangmenyatakanbahwapenegakanhukumyang

tegas melaluipenagihandanpemberiansanksidapat meningkatkankesadarandan kepatuhan perpajakan masyarakat.
UjiHipotesis

UjiParsial(t)
Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).
Kriteriapengujian:

1. Jikathitung > t tabeldanSig < 0,05 →variabelberpengaruhsignifikan.
2. Jikathitung<ttabeldanSig>0,05→variabeltidakberpengaruhsignifikan.
Berdasarkanhasilpengelolaandata,makadiperolehhasilujistatistiktsebagaiberikut:
Tabel4.16 Uji t
	Variabel
	tHitung
	tTabel
	Sig.
	Keputusan

	PenagihanPajak
	2.296
	1.985
	0.024
	Signifikan

	SanksiPerpajakan
	6.073
	1.985
	0.000
	Signifikan


Sumber:HasilPengolahanSPSSVersi21.00
1. PenagihanPajakmemilikinilaithitung2.296>ttabel1.985danSig

0.024<0.05,makaberpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan memiliki t hitung 6.073 > t tabel1.985 dan Sig 0.000 < 0.05, maka berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai t tabel digunakan sebagai batas pembanding dalam pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 100 responden, dengan dua variabel independenyaitu Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan, sehingga derajat kebebasan (df) diperoleh dari rumus df=n−k=100−3=97df = n- k = 100-3 =97df=n−k=100−3=97.Berdasarkandistribusituntuktarafsignifikansi5%(α
=0,05)denganujiduasisi(two-tailed),makadiperoleht tabelsebesar1,984.

Sementara itu, nilai t hitung diperoleh dari output hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS, yang menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dalam hasil penelitian ini, variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,296 dan variabelSanksi Perpajakan sebesar 6,073, yang keduanya lebih besar dari t tabel (1,984) dan nilai signifikansi masing-masing < 0,05. Hal ini mengindikasikan bah
UjiSimultan(F)
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen. Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitungterhadap F tabel. Apabila F hitung> nilai F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai F hitung < nilaitabel, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). Uji statistik f juga dapat dilakukan dengan melihat probability value > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan).
Kriteria:

1. Fhitung>FtabeldanSig< 0,05→berpengaruhsignifikan.
2. Fhitung< FtabeldanSig>0,05→tidaksignifikan.
Berdasarkanhasilpengelolaandata,makadiperolehhasilujiFsebagaiberikut:
Tabel4.17 Uji F Anova
	Model
	SumofSquares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Regression
	1847.215
	2
	923.608
	44.944
	0.000

	Residual
	1993.443
	97
	20.550
	
	

	Total
	3840.658
	99
	
	
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 45,019 lebih besardaripadaFtabelsebesar3,09,sertanilaisignifikansisebesar0,000yang lebih kecildari0,05. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa model regresiyangterdiridarivariabelPenagihanPajak(X₁)danSanksiPerpajakan (X₂)secarasimultanberpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajibPajak(Y). Tabel	ini	terdiri	dari	beberapa	komponen	penting	yang	saling berhubungan.Regressionmenunjukkanvariasitotaldalamvariabeldependen yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan Residual menunjukkan variasi yang tidakdapat dijelaskanolehmodel(sisakesalahan). SumofSquares(SS) mengukur totalpenyimpangandatadarirata-ratanya,yangdibagimenjadidua:SS Regression(variasiyangdijelaskanmodel)danSSResidual(variasiyangtidak
dijelaskanmodel). TotalSSmerupakanjumlahdarikeduanya.

Degrees of Freedom (df) mengukur jumlah nilai yang bebas untuk bervariasi, dengan df Regression sebanyak 2 (sesuai jumlah variabel independen) dan df Residual sebanyak 97 (n – k – 1). Mean Square (MS) diperoleh dengan membagiSSdengandfmasing-masing,dandigunakanuntukmenghitungnilaiF.

Nilai F merupakan rasio antara MS Regression dan MS Residual, yang menggambarkan seberapa baik model dalam menjelaskan variabel dependen dibandingkan dengan kesalahan acak. Signifikansi (Sig.) menunjukkan probabilitas bahwa hasil tersebut terjadi secara kebetulan; jika lebih kecil dari 0,05, maka hasil dianggap signifikan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi penting dalam menjelaskanvariabilitas kepatuhan wajib pajak. Strategipenagihan yang efektif dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat membentuk perilaku patuh dariwajib pajak. Oleh karena itu, instansi pajak daerah disarankan untuk memperkuat sinergi antara pelaksanaan penagihan dan penegakan sanksi guna meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Kabupaten Batu Bara.
UjiKoefisienDeterminasi(R²)
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
Tabel 4.18 ModelSummary
	Model
	R
	R
Square
	Adjusted R
Square
	Std.Errorofthe
Estimate

	1
	0.694
	0.482
	0.472
	4.53378


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh nilai R sebesar 0,694, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel Penagihan Pajak danSanksiPerpajakanterhadapKepatuhanWajibPajak.Nilaiini

mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki korelasi positif terhadap variabel dependen.
Nilai R Square sebesar 0,482 atau 48,2% menunjukkan bahwa Penagihan Pajak danSanksiPerpajakan mampu menjelaskan variasidalamKepatuhanWajib Pajak sebesar 48,2%. Dengan kata lain, hampir setengah dari perubahan tingkat kepatuhanwajib pajak dapat dijelaskanoleh modelregresiyang dibangun melalui dua variabel tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa model memiliki kekuatan penjelas yang cukup baik dalam konteks penelitian ini.
Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,472 atau 47,2% merupakan bentuk penyesuaian dari R Square yang mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Adjusted R Square memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan model ketika diaplikasikan pada populasi yang lebih luas. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan dari RSquare, model tetap memiliki daya jelaskan yang memadai.
Sementara itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 4.53378 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model regresi terhadap nilai aktual. Nilai ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan antara hasil prediksi model dan kenyataan di lapangan, namun kesalahan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk penelitian sosial.
Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat bahwa Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, terdapat sekitar 51,8% variasi lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model ini. Faktor tersebut dapat mencakup tingkatkesadaranwajibpajak,pemahamantentangperaturanperpajakan,kualitas

pelayanan fiskus, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan motivasi pribadi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Pembahasan
Hasil temuan dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pembahasan ini mengacu pada kesesuaian antara hasil penelitian denganteoriyangrelevan, pendapat para ahli, danpenelitianterdahulu. Selainitu, pembahasaninijugamenelaahpolaperilakuwajibpajakyangdapatmemengaruhi kepatuhanmereka. Adapunpembahasandibagimenjaditiga bagianutamasebagai berikut:
PengaruhPenagihanPajakterhadapKepatuhanWajibPajak
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruhPenagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, diketahui bahwa nilait hitung sebesar 2.296lebih besar darittabelsebesar 1.985,sertanilai signifikansi sebesar 0.024 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai t hitung > t tabel dan nilai Sig. < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak.
Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak yang dilakukan olehotoritaspajakdaerahterbuktimampumeningkatkankepatuhanwajibpajak.

Ketika penagihan dilaksanakan secara aktif, melalui pengiriman surat tagihan, teguran, maupun bentuk komunikasi langsung, wajib pajak cenderung merasa terdorong untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya gunamenghindarikonsekuensiyang lebih besar. Halini sejalandengan hasil penelitian dari Ramadhani dan Hardiningsih (2021) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan yang tegas dapat memberikan tekanan eksternal yang efektif untuk mendorong kepatuhan.
Selain itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa faktor eksternal sepertipenagihandantindakanadministratif daripihak berwenang memilikiperan penting dalam membentuk perilaku patuh, khususnya di kalangan wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh atas pentingnya membayar pajak secara sukarela. Artinya, dalam konteks ini, penagihan berfungsi bukan hanya sebagai prosedurhukum, tetapijugasebagaialat komunikasidankontrolsosialyang dapat mempengaruhi perilaku fiskal masyarakat (Lubis & Huda, 2021).
Meskipundemikian,efektivitaspenagihansangat bergantungpadakualitas pelaksanaan dan kesiapan sistem informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Penagihan yang tidak dilakukan secara konsisten, atau tanpa basis data yang akurat, dapat mengurangi kepercayaan dan respons positif dari masyarakat. Oleh sebab itu, selain mengoptimalkan mekanisme penagihan,strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak juga perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan persuasif, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat pajak dan konsekuensi ketidak patuhan (Putra & Yustitia, 2021).

Penelitian ini juga didukung oleh studi dari Wibowo dan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penagihan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan apabila diiringi dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik. Penelitian lain oleh Hidayati dan Zulaikha (2022) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan ketika wajib pajak mendapatkan peringatan secara langsung, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
Dengan demikian, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Sutomo dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan profesional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus mengembangkan sistem penagihan yang lebih profesional, berbasis data, dan terintegrasi dengan sistem pelayanan pajak secarakeseluruhan. Wibowo (2022)juga menekankanpentingnya integrasisistem penagihan dengan teknologi informasi agar efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dapat ditingkatkan. Halinidiharapkandapat meningkatkankepatuhanpajak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
PengaruhSanksiPerpajakanterhadapKepatuhanWajibPajak
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 6.073 lebih besar dari t tabel sebesar 1.985, serta nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan kriteria uji hipotesis, jikanilaithitung>ttabeldannilaisignifikansi<0.05,makavariabelSanksi

Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak.
Hasil ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, yang meliputi denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum lainnya, memiliki dampak yang besar terhadap keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan sebagai pengingat bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak akan berdampak pada kerugian finansial atau legal bagi wajib pajak. Penelitian ini mendukung temuan yang diungkapkan oleh Puspitasari dan Siregar (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dengan lebih serius, karena adanya ancaman atas ketidakpatuhan.
Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai alat pendorong (enforcement mechanism) yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka tepat waktu. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran perpajakan dapat mengakibatkan beban tambahan berupa denda atau bunga, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakanagar terhindar dari konsekuensi tersebut. Penelitian oleh Fitria dan Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dapat memotivasi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan lebih akurat dan tepat waktu.
Namun, efektivitas sanksi ini juga bergantung pada konsistensi dan ketegasan pelaksanaannya. Menurut Rahayu (2020), sanksi yang diterapkansecara adil, transparan, dan konsisten memiliki dampak yang lebih besar dibandingkandengansanksiyanghanyadiberlakukansecarasporadisatautidak

jelas. Jika petugas pajak tidak menegakkan sanksi dengan tegas, maka keberhasilan sanksi tersebut dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak akan menurun. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Huda (2021), sistem pengawasan yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan penerapan sanksi berjalan dengan efektif dan memberikan efek jera yang optimal.
Sanksi perpajakan juga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bagi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Hidayati dan Zulkarnain (2023), sanksi perpajakan dapat menciptakan efek jera yang mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.
Penemuan ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum perpajakan, termasuk penerapan sanksi yang efektif, berfungsi sebagai mekanisme yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperkuat implementasi sanksi perpajakan dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat dan memperjelas peraturan mengenai sanksi perpajakan, serta meningkatkan pelaksanaanpengawasandanedukasikepadawajibpajak.Halinibertujuanuntuk

memastikan bahwa sanksi yang diterapkan dapat memberikan efek jera yang maksimal dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di masa depan.
Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 45,019 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, Penagihan Pajak (X1) dan SanksiPerpajakan(X2)berpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajibPajak
(Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batu Bara.
Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan perpajakan yang bersifatterintegrasi. Tidakcukuphanya mengandalkanpenagihantanpadukungan sanksi yang tegas, demikian pula sebaliknya. Kombinasi antara tindakan administratif dan pemaksaan hukum mampu menciptakan sistemperpajakan yang lebih kuat dan mendorong kepatuhan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Rahmawati (2021) yang menyimpulkan bahwa perpaduan antara penagihandan sanksidapat meningkatkan kepatuhanwajib pajak, terutama jika diiringi dengan pelayanan yang baik dan edukasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi penguatan penagihan pajak dan pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas dapat menjadi kebijakan yang efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak daerah secara optimal.
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